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PERATURAN DESA PAGONGAN
KECAMATAR DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 09 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA {REKPDes) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGONRGAN,

Menimbang : 4. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa waiib
IWENYyUsun  perencanaan pembangunan desa  sesnai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunsn Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf a, terdiri dari Renrana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu G {enam) tahun
dan Rencuna Kerja Pemerintali Desg [REPDes] untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yaug merupakan penjabaran dari Rencang
Pembangunan .Jangka Menengah Desa (RPJMDesa] vang
kedilanya ditetapkan dengan Peraturun Desa;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
daiam muruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Rencaua Kerja Pemerintah Desa {RKPDes) Desa PAGONGAN
Tahun 2020
Mengingat
1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-decrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 025 Tahun 2003 tentang  Sisten:
Perencanasn Pembangunan Nasiona];

3. UU Nomor 32 'fahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang Perimbarngar
Keuangan antars Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Nacrah,

2. Undang-undang Nomor 6 Tahnn 2014 tentang Dess;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 ‘Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Dgerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antare Pemeriniah, Pemerintnhan
Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / XKota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratbran
Pelaksanasn Undang-U ndagty Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

9. Peraturan Pemcrintah Numor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber tlari Anggaryn Pendapatan dan Belanja Negara:

10, Peraturan Menteri Dalam N egeri Nomor 113 Tehun 2014 tentang
Pengeloiaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman
Perabangunan Desa;



i2. Peraturan Daecrah Kabupaten Tegal Nomor 4 Taliun 20008
tentang Perencanaan Pembangunan [esa;

13, Peraturan Bupali Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman
Tafa Cara Pengadaan Barang/.Jasa Di Tesa,

14, Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pengalokasian , Pelsksanasn dan Penetapan Lokasi scrta
Besaran Dana Desa Kabupaiea Tegal Tahun 2019,

15, Peraturan Bupati legal Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan lLokasi dan
Alokasi Dand Desa Kabupaten Tegal Tahun 2018

16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana

Memperhatikan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIMDesa) PAGONGAN

Tahun 2020 - 202535,

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) pada hari Rabu, 08 Gktober 2019,

Dengan kesepakatan Hersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGONGAN
[un
KEPALA DESA PAGONGAN

MEMUTUSKAN:

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1l

Nalam Peratnran Desa ind vang dincaksad

e e

10.

11.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Daerah adalah Kabupaten Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupalen Tepal,

Bupati adalah Bupati Tegal.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiiiki batas-batas wilayah yung
berwensany untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal uswl dan adat istiadat setempat vang dizkui dan dihormati dalam
system pemerintshan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Perierintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintghan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusygwaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyaiakal sewmpat berdasarkan asal usul den adat whadat setempat

vang diakui dan Jihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

Pemerintah Desa atau yang disebul dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagal unsure penyvelenggara Pemerintahan Dess.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebul dengan nama lain adalsh
lembaga perwujudan demokrasi dalam penevelenggaraan Pemerintahan Desa sehagai
unsur fenyelenggara Pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaralan Desa, PemerintahDesa, dan unsure masyarakal vaug
disclenggarakan oieh Badan Permusyawaratan Desa uniuk menyepakati hal vang
bersifat sirategis.

Peraturan Desa adalsh peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah dihahas dand isepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa,

12. Musyawarah Petencanaan Pembangunan Desa dan  selanjutnya  disingkai



13.

14,

15.

16,

17.

18,

19.

20.

21,

22,

Musrenbangdes adalah forum musyawarzh tahupnan yang dilaksanakat sccara
partisipatif{ oleh para pemaungku kepentingsn desa dan  kelurahan (pihak
berkepentingan untuk mcengatasi permasalahan dan pihek vang akan lerkena
dampak hasil musyawarah).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPL Kabhupaten
di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkal Kecamatan untuk
mendapatkan masukan prioritas kcgiatan dari Desa serta menyepakatl kegiatlan
lintas Desa di wilayah Kccamatan tersebul, sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Batuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjuinya disinglat (RPJM
Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun  yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyeleniggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasvarakatan,
pemberdayvaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes merupakan
penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun yvang memaoat
rencana penyclenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan ,dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kondisi Ohyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di
[esa, baik mengenai sumber dayva manusia, sumber daya alam, maupun sumber
daya lainnya, serts dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender,
perlindungan terhadap analk, pemberdayvaan keluarga, keadilan hagi masyarakat
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian  lingkungan hidup,
pendayagunaan teknelogl tepat guna dan sumber dava lokal, penganis utamaan
perdamaian, serta kearifan lokal.

Angegaran Pendapatan dan Belanja Desa yangs elanjutnyva disingkat APBDes adalahr
encann  keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dand isepakati
bersama oleh Pemeriniah Desa dan Badan Permusyawaratan Desq, vang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana yang berswmnber dari anggaran pendapatan dan belanja
negard yvang diperuntukkan bagl Desa yang dittansler melalus anggavan pendapatlan
dan belanja  daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiavai
penyelenggnraan — pemerintahan, pelaksanazn  pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdavasn masvarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnva disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten/fkota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten,/kola setelat dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Profil Desa adalsh gamberan menycluruh mengenai karaktcr desa yanrg meliputi daia
dasar keluarga, potens: sumber dava alam,sumber dayva manusiakelemhbagasn,
prasarana dan saranna, serta perkembangan kemsjuan dan permasalahan vang
dihadapi di desa.

VISl addlah rumusan umum berupa Gambaran tentang kKondis: ldeal besa yang
diinginkan.

Misi adalah rumusan wnum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh
perangkat vrganisasi untuk mewujudkan vist



BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHDESA

Pasal 2

{1} Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKFPDesj Pagongan Tahun 2020 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

()

A BARI

C. BABIlI

D. BAB IV

E RAB V

LAMPTRAN :

: PENDAHULUAN

1.1, Latar Delakang

1.2, Dasar Hukum

1.3. Tujuan dan Manfaat
1.4, Visi dan Mis

: GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Kebijakan Umum Kebijakan Desa
2.2, Pendapsatan Desa

4.3, Belanja Desa

2.4, Pembiayaan

: RUMUSARN PRIGRITAS MASALAH

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun
2018
3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa,
3.3 ldentifikasi Masalah HBerdasarkan Analisa Keadaan Darurat
3.4 Identiffkasi Masalah berdasarkan  Prioritas  Kebijakan
Pembangunan Daerah

» KUMUSAN FRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prnioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa
Tahun 2020

4.2, T'ricritas Frogram dan Kegiatan Pembanpgunan Daerah
Tahun 2020

41.3. Kebijaizan Ketangan Deosa

P PERUTUP

I. Daftar Prioritas Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2020

2. Berita Acara Hasil Musyvawarah Perencanaan
Pembangunan Tesa

sl Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagai mana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Desa ini merupekan satit kesaluan dan bagian yang lak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Dess Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman baugi

Pemerintaxhan Desa,

Lembaga  Kemasyarakatan  Desa dan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan DesaTahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangianan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sccara



transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana Kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)}, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
serta dipertanggung jawabkan oleh Felaksana Kegiatan dalam Forum Musvawarah
Desa,

Pasul 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa kKhusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ckonomi,
dan/fatan kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupeten.

Pasal &
Perubehen Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan sclanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Degs.

Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjuinya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2020.
Pasal 8
1. Hal-hal yvang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala TDesa.

2. Peraturan Dese ini mulai berlaku peda tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Perpturan Desa ind
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

T)iunﬂﬂl'lEi'EﬁI'I i Tiesd PAYONCTAN
Pada Tanggal
Lembaran Desa Nomor

Sckretary® Desa Pagongan

WACHIDIN



